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Perumahan merupakan bangunan atau bagiannya termasuk halaman dan
jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang dipergunakan sescorang,
perusahaan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau untuk keperluan
lam,

Kebutuhan akan tempal yang dapat dipergunakan untuk bertedub bagi
manusis merupakan kebutuhan primer disamping kebutuhan akan sandang dan
pangan Bertambahnva jumlah penduduk vang sangat pesat terutama di kota-kotd
besar akan menambah parah masalah mengenai perumahan. Sedangkan
kehutuhan akan perumahan selalu mendesak sehingga akibat dari kekurangan
perumahan tersebul banyak menimbulkan sengketa-sengketa perumahan, baik
vang merupakan penyerobofun perumahan, penpusiran, penghentian  sewa
menyewa, uang sewa dan scbagainya.

Tuntutan ekonomi tidak lepas dar kebutuhan manusia bahkan wajib,
sehagaiamana sebuah rumah sebagai sarana kelangsungan hidup dalam
bermasvarakat Dalam hal pcrumahan, ridak selurubnya manusia dengan mudah
memperoleh sebuah perumahan (tempat tinggal), bagi mercka yang tergolong
lemnal atau miskin sangatlah sulit umtuk memperolehnya apalagi memiliki rumah
pribadi. Sebagai jalan keluar terbaik bagi mereka yang belum mempunya tempat
ungeal. sewa menvewa'kontrak merupakan salah satu solusi yang tepat.

Dalam sewa menyewa, perjanjian merupakan syarat wajib yang harus
dipenuhi, baik dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan, Karcpa tanpa
adanya perjanjian sewa menyewa tidak akan terlaksana, Meski demikian dalam
prakteknva seringkali terjadi sewa menyewa tanpa adanya perjanjian, yang pada
akhimya tentu mengalami problema atau sengketa vang sulit untuk dipecahkan.

Pentingnva perjanjian dalam sewa menvewa karena adanva hubungan
umbal balik anlara pemberi sewa dengan penyews. Dimana seorang pemberi sewa
mengikatkan dirinva untuk memberikan (barang sewa) kepada pihak penyewa
berupa kenikmatan dari suamn barang selama waktu tertentu, sedangkan si
penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang sewa, yang oleh kedua belah prhak



disanggupi pembayarannya, sebagaimana dalam perjanjian vang telah disepakati
bersama.

Ada dna cara dalam perjanjian sewa menyewa dan dinyarakan sah atau
terjadi hubungan sewa menyewa. Yailu; yang perfama, secara fertulis; yaitu suatu
perjanjian yang dibual secara tertulis dihadapan notaris dan saksi, yang mana scwa
tersebul berakhir demi hukum, apabila waktu yang telah ditentukan telah lampau,
schingea tdak perly adanya pemberhentian untuk itu. Keduw, secara lisan, vaif
suaty perjanjian vang didasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak berupa
pseapan, sehingga berakhirnya scwa tidak pada wakiu yang ditentukan melainkan
yika salah satu pihak menghendaki untuk menghentikan sewa, dengan tetap
mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempal.
Cara vang pertama merupakan cara yang dianggap paling efektif, karcna dengan
tertulis timbulnva permasalahan sangat tipis. Apalagi di zaman sekarang i,
pegara  Indonesia dalam kondisi  krisis kepercayaan, sehingga  sangal
dimungkinkan terjadi konflik. Namun demikian, mayoritas masyarakal secara
umum masih mengpunakan peranjian sewa secara lisan, Dimana untuk
selanjumnya akan mendapatkan masalah-masalah yang bisa merugikan pihak-pihak
reTeniL

Sewa menyewa sebenamya merupakan masalah yang simpel sebagaimana
diungkapkan Darmawaty (Hakim Pengadilan Negeri Semarang). Yang mana jika
terjadi suatu sengkela dapat dikembalikan pada isi dari perjanjian kontrak it
sendin. :
Dalam penelitian im penulis menggunakan metode penclitian yuricls
wormany dan vuridis sosiologis dengan pengumpnlan data primer dan skunder.
Data primer diperoleh melalui {nferview atau terjun langsung ke lapangan yaitu di
Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan data skunder diperoleh melalui studi
Lepustakaan atau literatur, : :

Berdasarkan hasil penclitian penulis dapat menyimpulkan bahwa; 1).
Hubungan sewa menyewa timbul dari suatu kesepakatan masing-masing pihak. 2).
Pemberi sewa wajib memberikan kenikmatan atau kenyamanan, dan berhak atas
uang scwa. Sedangkan penyewa wajib membayar uang sewa, dan berhak
memperoleh kenikmatan atas rumah sewa tersebut, 3), Peraturan mengenal sewa
menyewa tercantum dalam KUHPerdata diatur dalam Bulku 111 bab ketujuh bagian
2 dan 3. PP No. 49 Tahun 1963 tentang hubungan sewa menyewa perumahan dan
PP No. 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas PP No. 49 Talum 1963 tentang
Bubungan sewa menyewa perumahan,

Untuk melengkapi tulisan ini penulis akan menyertakan sedikit saran
sehagai sumbangan pikiran dan pertimbangan nantinya apabila akan melakukan-
hubungan kontrak/sews menyewa nantinya, yailu, sebaiknya sews menyvewa
dibusl secara tertulis agar nantinva tidak terjadi konflik atau sengketa. Penegak
hukum hendaknya jangan hanva berdasar pada peraturan-peraturan saja, akan
setapi harus beml-betul mempertahankan keadaan sosial ekonomi masing-masing
pihak serta keputusan dari para pihak, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
pasti.
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